Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābah}Ah Bermasalah Di Bmt Muamalat Jumapolo Karanganyar by Syah Putra, Achmad Buchori & , Nurul Huda, M.Ag
  
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAH}AH 









Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 










PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
FAKULTAS AGAMA ISLAM 


















































































































































STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAH}AH 
BERMASALAH DI BMT MUAMALAT JUMAPOLO KARANGANYAR 
Achmad Buchori Syah Putra, I000120007, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAK 
Pembiayaan Murābah}ah adalah transaksi penjualan barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakti penjual dan 
pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang digunakan 
sebagai penyelesaian pembiayaan murābah}ah bermasalah di BMT Muamalat 
Jumapolo dan menjelaskan kesesuaian strategi pemecahan masalah pembiayaan 
murābah}ah BMT Muamalat Jumapolo dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 dan 
Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan 
(field research) dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik yang 
digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pola 
pikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini yaitu strategi yang digunakan oleh 
BMT Muamalat adalah melakukan penyelamatan aset dengan melakukan tindakan 
secara administratif sesuai dengan kolektibilitas anggota, dan penyelesaian dengan 
upaya non litigasi dengan melakukan eksekusi jaminan (penjualan jaminan) dan 
melakukan kebijakan pemutihan, hampir seluruh strategi yang digunakan oleh 
BMT dalam menyelesaikan pembiayaan murabāh}ah bermasalah telah sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murābah}ah dalam 
keputusan E dan F poin 1 serta fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Penyelesaian Piutang Murābah}ah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam 
putusannya yang kesatu dan ketentuan penutup poin pertama.   
 
Kata kunci:  strategi penyelesaian, murabāh}ah, pembiayaan murabāh}ah  
  bermasalah. 
 
ABSTRACT 
Murābah}ah financingg is the sale of goods by stating the acquisition price 
and profit agreed by sellers and buyers. This study aims to describe the strategy 
that is used as financing completion of  murābah}ah problem in BMT Muamalat of 
Jumapolo and to describe the suitability of problem-solving strategies of 
murābah}ah financing in BMT Muamalat of Jumapolo with the decision of the 
National Islamic Council (DSN) of Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 47 / 
DSN-MUI / II / 2005 and No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. This research includes a 
field research by using qualitative analysis technique. Techniques used in 
collecting data are observation, interview, and documentation. Data analysis uses 
inductive and deductive methods. The results of this research is that the strategy 
used by BMT Muamalat to rescue assets by administrative policy is in accordance 
with collectability members, and non-litigation settlement with efforts to execute a 
guarantee (collateral) and perform bleaching policy, and almost the entire 
strategies used by BMT Muamalat in resolving troubled murābah}ah financing are 
in accordance with DSN MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning 
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murābah}ah in the decision to E and F points 1 and DSN Fatwa No: 47 / DSN-MUI 
/ II / 2005 on Settlement of murābah}ah Receivables for Clients Not Being Able to 
Pay in its first decision and the first point in closing decision. 
 




Konsep baitul māl berubah seiring perkembangan peradaban Islam, 
yang pada akhirnya baitul māl berfungsi sebagai lembaga untuk 
mengumpulkan serta mengelola (tas }aruf) dana sosial. Istilah baitul māl sering 
dikaitkan dengan baitut tamwi >l, yang merupkan lembaga pengelolaan uang. 
Namun baitut tamwi >l memiliki fungsi yang berbeda dari baitul māl karena 
baitut tamwi>l berorientasi laba, sehingga ia berfungsi sebagai lembaga bisnis.  
Baitul Māl wa Tamwi>l (BMT) merupakan gabungan dari dua istilah, 
yaitu baitul māl dan baitut tamwi>l. Baitul māl mengarah pada usaha-usaha 
pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit, seperti zakat, 
infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwi>l sebagai usaha pengumpulan 




BMT memiliki dua visi/misi pokok, yaitu sosial dan bisnis. Visi/misi 
sosial diwujudkan melalui baitul māl, sedangkan bisnis diwujudkan melalui 
baitut tamwi>l. BMT dalam mewujudkan visi/misi bisnisnya bergerak dalam 
sektor riil perekonomian untuk menjangkau masyarakat kalangan bawah atau 
miskin. BMT secara umum bergerak dalam hal simpan-pinjam, dengan 
menyediakan jasa penyimpanan uang serta menyalurkan pinjaman atau 
pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil maupun margin.
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BMT Muamalat merupakan salah satu BMT yang ada di Jumapolo, 
Karanganyar. BMT Muamalat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan 
koperasi simpan pinjam, yaitu dengan memanfaatkan dana masyarakat 
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kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. 
BMT Muamalat didirikan dengan maksud untuk mengentaskan kemiskinan 
masyarakat di wilayah Jumapolo Karanganyar dan sekitarnya, dari keuangan 
konvensional menuju sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. 
Salah satu produk BMT Muamalat adalah Pembiayaan Murābah}ah, 
produk ini merupakan produk pembiayaan yang didasarkan pada akad jual-
beli (murābah}ah). Dalam implementasinya, BMT Muamalat ini akan menjual 
barang kepada anggota dengan harga yang ditentukan BMT untuk kemudian 
dibayar secara angsuran selama periode yang disepakati bersama. 
Pembiayaan Murābah}ah adalah transaksi penjualan barang dengan 




Pembiayaan Murābah}ah pada prakteknya berpotensi besar untuk 
mengalami risiko, dimana salah satau risiko dari pembiayaan adalah Non 
Performing Loan (NPL). NPL merupakan pembayaran angsuran yang 
bermasalah dimana anggota tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan 
angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
4 Untuk 
menyelesaikan pembiayaan murabāh}ah bermasalah, lembaga keuangan 
syariah harus memiliki strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Lembaga keuangan syariah yang berpotensi besar untuk menghadapi 
permasalahan tersebut adalah BMT. Karena BMT bergerak dalam ranah 
sosial dan profit, yaitu fungsinya sebagai baitul māl dan baitut tamwi>l 
sebagaimana telah dijelaskan di atas. Permasalahan yang sering muncul 
adalah dari fungsi baitut tamwi >l, yaitu dalam pembiayaan murabāh}ah. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Melihat dari tempat dilaksanakannya penelitian, jenis penelitian ini 
termasuk dalam golongan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
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yang dilakukan pada tempat atau lokasi dimana objek penelitian dapat diteliti 
atau dianalisa.
5
 Penulis melakukan penelitian di BMT Muamalat Jumapolo 
Karanganyar, yaitu tempat dimana peneliti melakukan analisa tentang 
penyelesaian pembiayaan murābah}ah.  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka 
melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan dilapangan, dan 
dokumen-dokumen lainya.
6
 Dengan pedekatan penelitian ini penulis dapat 
menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh BMT Muamalat Jumapolo 
Karanganyar dalam menyelesaikan pembiayaan murābah}ah bermasalah. 
Penelitian ini berupa penelitian lapangan, oleh sebab itu peneliti 
memakai tiga metode dalam pengumpulan data yakni: pertama observasi, 
bertujuan untuk mengetahui praktek lapangan yang digunakan oleh BMT 
Muamalat Jumapolo Karanganyar dalam menyelesaiakan pembiayaan 
murābah}ah bermasalah. Kedua wawancara, digunakan oleh peneliti yang 
ditujukan kepada Manager dan karyawan dari BMT Muamalat Jumapolo 
Karanganyar. Ketiga dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari 
dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan 
yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum BMT, struktur 
organisasi BMT, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode 
dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum 
didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pola pikir deduktif-induktif. Metode ini merupakan cara kerja 
ilmu pengetahuan yang menjamin tercapainya pengetahuan yang objektif, 
ilmiah dan sistematis. Oleh karenanya penulis akan menganalisis dari data-
                                                          
5
 M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
6
 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 1. 
7
 Dadiet Aditya Setiawan, Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, diakses dari 
https://akupunktursolo.files.wordpress.com/2013/03/data-teknik-pengumpulan-data.pdf, pada 
tanggal 15 September 2016 pukul 22:47. 
5 
 
data yang telah dikumpulkan disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI Nomer: 




3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Mekanisme Pembiayaan Murābah}ah 
Mekanisme yang berlangsung dalam akad pembiayaan 
murābah}ah adalah dengan mengajukan permohonan ke pihak BMT 
Muamalat baik melalui marketing ataupun langsung mendatangi kantor 
BMT Muamalat. Dalam pengajuannya anggota menyampaikan 
permohonan pembiayaan dengan menjelaskan barang apa yang ingin 
dibeli dengan maksud serta tujuan yang sesuai syariat islam sekaligus 
dari pihak BMT memberi keterangan harga beli dan harga jual yang telah 
ditambahkan laba sebesar 1,2% hingga 1,8% dari harga beli barang. 
Selanjutnya pihak BMT akan menentukan lamanya waktu 
angsuran anggota untuk disepakati dan anggota diharuskan menyanggupi 
perjanjian yang dibuat oleh BMT mengenai persyaratan administratif 
yang harus diisi dan dilengkapi  oleh anggota, peraturan-peraturan yang 
harus ditaati, sekaligus memberikan anggunan yang dijadikan jaminan 
oleh BMT. 
Setelah melakukan analisa dan survei yang dilakukan oleh pihak 
BMT maka hasil tersebut dirapatkan kepada tim pembiayaan untuk 
diteliti kembali hasilnya dan mendapat keputusan untuk layak atau 
tidaknya pengajuan pembiayaan murābah}ah tersebut. Barulah ditahap 
selanjutnya BMT memanggil anggota untuk melaksanakan akad 
murābah}ah, penandatanganan surat perjanjian serta pengikatan jaminan 
dari anggota, setelah itu barang yang diajukan untuk dibiayai dapat 
diserahkan kepada anggota. Selanjutnya adalah kewajiban dari anggota 
untuk malaksanakan kewajibannya dalam melunasi angsuran yang telah 
ditentukan dan disepakati. 
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Mekanisme yang berjalan di BMT Muamalat dalam 
melaksanakan akad jual beli murābah}ah atau biasa disebut dengan 
pembiayaan murābah}ah dari langkah awal hingga smapai kepada satu 
kesepakatan sehingga memunculkan s}i@gah lafal ijab dan qabul telah 
sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam melakukan akad jual beli 
murābah}ah. Tidak sampai disitu saja, mekanisme yang berjalan di 
lapangan selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah 
nasional no. 04/DSN-MUI/IV/2000 putusan A poin 1 sampai dengan 8. 
3.2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
Dari hasil penelitian terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT 
Muamalat disebabkan 3 (tiga) faktor, adapun faktor-faktor tersebut ialah: 
Pertama, internal BMT Muamalat dimana kurangnya kepedulian 
terhadap The 5C principles, yang terdiri dari character, capacity, capital, 
condition of economy, dan collateral. Kedua, terdapat dari pihak anggota 
yang memiliki moral hazard. Dalam hal ini faktor kedua memiliki 
keterkaitan dengan faktor yang pertama berkenaan dengan menganalisa 
calon anggota pembiayaan. Ketiga, penyebab terjadinya pembiayaan 
bermasalah adalah karena eksternal suatu keadaan yang berada diluar 
kemampuan. 
Permasalahan-permasalahan yang tertera diatas dapat diantisipasi 
oleh BMT Muamalat dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap 
karyawan yang telah terbukti tidak melakukan analisa yang sesuai 
dengan prinsip 5C. Karena hal ini jika sering terjadi akan dapat 
mempengaruhi keuangan BMT. Jika dengan usaha tersebut pihak BMT 
masih mendapati anggota bermental moral hazard, hal tersebut dapat 
diubah dengan pendekatan yang baik dan persuasif serta memberikan 
masukan-masukan untuk kebaikannya. 
Tujuan dari analisa ataupun pengamatan secara baik dan tajam 
supaya dalam penyaluran dana bisa tepat sasaran dan tidak terjadi 
penyimpangan didalamnya. Selain itu, dari ketelitian dan kecermatan 
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analisa ini adalah untuk melindungi hak kepemilikan dana anggota BMT 
Muamalat. 
Dalam faktor yang ketiga ini memang sangat sulit untuk kita 
prediksi terjadinya hal yang demikian. Akan tetapi hal tersebut dapat 
diantisipasi lebih dini dengan sigapnya pihak BMT dalam melakukan 
bantuan penanganan angoota yang sedang tertimpa musibah. 
3.3. Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murābah}ah Bermasalah di BMT 
Muamalat Jumapolo Karanganyar 
Langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan murābah}ah 
bermasalah yang dilakukan oleh BMT Muamalat dalam langkah yang 
pertama adalah dalam rangka penyelamatan asset. Pada langkah 
penyelamatan asset ini langkah-langkah administratif terlebih dahulu 
seperti melakukan penagihan secara insentif disertai dengan pendekatan 
secara kekeluargaan sekaligus memberikan surat teguran kepada anggota. 
Setelah itu melakukan pendekatan personal dengan mendatangi tempat 
tinggal atau ke tempat usaha anggota. Tindakan tersebut diberikan 
kepada anggota yang dalam hal ini tergolong pada kolektibilitas dalam 
perhatian khusus. 
Apabila dalam tahap awal sudah melewati jatuh tempo maka 
tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak BMT hampir sama seperti 
sebelumnya, hanya saja surat yang diberikan lebih tegas yakni berupa 
surat peringatan pertama (SP1), surat peringatan kedua (SP2), hingga 
yang terakhir adalah surat peringatan ketiga (SP3), setiap surat 
peringatan tersebut memiliki masa berlaku selama 6 bulan.  
Namun sampai jatuh temponya pemberian (SP3), BMT akan 
melakukan pemanggilan anggota untuk datang ke kantor BMT Muamalat 
sebanyak 1, 2, sampai 3 kali. Apabila dalam masa pemanggilan tersebut 
anggota masih terlihat memiliki kenginan untuk menunaikan 
kewajibannya dalam membayar angsuran hingga selesai, maka pihak 
BMT melakukan salah satu langkah dari rescheduling (penjadwalan 
kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan  restructuring 
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(penataan kembali). Langkah tersebut diatas adalah tindakan yang 
diberikan kepada anggota yang memiliki kelektibilitas diragukan dan 
macet. 
Namun, bila anggota sudah dikenai tindakan tersebut dan masih 
belum dapat ditemukan kendala dalam melakukan pembayaran 
kewajibannya maka langkah yang diambil oleh pihak BMT adalah 
dengan mengeksekusi jaminan dari anggota dengan melakukan penyitaan 
barang jaminan.  
Langkah kedua, untuk menangani anggota yang kooperatif, pihak 
anggota diberikan pilihan untuk penjualan jaminannya apakah dijual 
sendiri atau melalui bantuan dari pihak BMT. Jika anggota memilih 
untuk meminta bantuan dari pihak BMT maka wewenang tersebut harus 
disahkan dengan surat kuasa jual. Berbeda dengan penanganan terhadap 
anggota yang tidak kooperatif, jalan yang ditempuh adalah pemaksaan 
yang dilakukan oleh pihak BMT berlandaskan hak-hak yang dimiliki 
oleh BMT. Dimana penjualan dilakukan melalui notaris, sehingga 
penjualan tersebut akan merugikan anggota. Akan tetapi hal ini belum 
pernah terjadi di BMT Muamalat. Langkah ketiga adalah mengeluarkan 
kebijakan pemutihan terhadap anggota yang tidak dapat menyelesaikan 
kewajibannya disebabkan terjadinya force majeur. 
Pemaparan di atas yakni penjabaran dari langkah-langkah yang 
dilakukan oleh pihak BMT Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan 
murābah}ah bermasalah, dimana anggota yang memiliki tanggung jawab 
dalam melakukan angsuran kewajibannya mengalami kemacetan. Pada 
prinsipnya pembiayaan murābah}ah yang diberikan oleh BMT Muamalat 
kepada anggota yang menerima pembiayaan murābah}ah adalah sebuah 
keterikatan akad yang harus diselesaiakan sesuai klausul akad yang telah 
disepakati bersama diawal pengajuan pembiayaan. 
Dengan adanya kalusul akad yang telah disepakati oleh pihak 
BMT dan anggota, ini akan menjadi dasar hukum yang kuat ketika dari 
salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Dalam hal ini 
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BMT telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan pembiayaan 
murābah}ah yang sesuai dengan permintaan anggota, maka selanjutnya 
adalah anggota harus melaksanakan kewajibannya dengan menyelesaikan 
atau melunasi atas pembiayaan murābah}ah yang telah diberikan oleh 
BMT. Tidak semua anggota yang mendapatkan pembiayaan murābah}ah 
dari BMT dapat lancar membayarkan kewajibannya sesuai kesepakatan, 
akan tetapi ada pula anggota yang belum dapat membayar kewajibannya 
sesuai dengan kesepakatan. 
Anggota yang belum dapat membayarkan kewajibannya atau 
mengalami kemacetan dalam membayar angsuran akan menjadi 
perhatian dari pihak BMT sekaligus akan menjadi tugas BMT yang 
pertama untuk menyelamatkan asetnya. Dalam langkah penyelamatan 
asset, BMT telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
mengenai murābah}ah dalam keputusan E dan F poin 1.  
 Keadaan anggota yang berbeda-beda ketika mengalami 
pembiayaan bermasalah menuntut BMT mengambil langkah yang tepat 
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Setelah melewati 
langkah penyelamatan asset akan tetapi belum mendapatkan penyelesaian 
menyeluruh maka BMT memiliki langkah-langakah lain agar dapat 
menyelesaikan pembiayaan murābah}ah bermasalah. Maka dari itu pihak 
BMT akan melakukan langkah eksekusi jaminan hingga melakukan 
pemutihan bagi anggota yang mengalami force majeur. Langkah 
penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT 
muamalat tidak keluar dari fatwa yang ditetapkan oleh DSN No. 
47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murābah}ah bagi 
nasabah tidak mampu membayar dalam putusannya yang kesatu poin A-
E dan ketentuan penutup poin pertama. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Penulis dapat menyimpulkan meliputi tiga hal. Pertama, Langkah- 
langkah yang akan dilakukan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan 
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pembiayaan murābah}ah bermasalah di BMT Muamalat secara umum ada dua 
langkah besar. Pertama, melakukan penyelamatan asset dengan melakukan 
tindakan secara administratif sesuai dengan keletibilitas anggota. Kedua, 
penyelesaian dengan upaya non litigasi dengan melakukan eksekusi jaminan 
(penjualan jaminan) dan melakukan kebijakan pemutihan. Pada praktiknya 
dalam menjalankan langkah-langkah tersebut pihak BMT sangat 
mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan sehingga belum pernah 
sampai melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
upaya litigasi. 
Kedua, Langkah demi langkah yang dilakukan oleh BMT Muamalat 
hampir seluruhnya telah sesuai dengan fatwa DSN No. No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 mengenai murābah}ah dalam keputusan E dan F poin 1 serta 
fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang 
Murābah}ah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam putusannya yang 
kesatu dan ketentuan penutup poin pertama. 
Ketiga,mekanisme yang dijalankan oleh BMT Muamalat dalam 
melaksanakan pembiayaan berakad murābah}ah telah sesuai dengan fatwa 
yang dikeluarkan oleh DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābah}ah 
dalam putusan A poin 1 sampai 8, putusan C poin 1 dan 2, dan putusan D 
poin 1, 2, dan 3. Dimana dalam praktek yang dijalankan oleh BMT tetap 
memegang prinsip syariah sehingga telah mememenuhi syarat dan rukun dari 
akad murābah}ah.  
Keempat, Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
pembiayaan murābah}ah bermasalah memiliki dua faktor. Pertama, faktor 
internal dimana  pihak BMT Muamalat yang bertugas sebagai tim lapangan 
kurang memperhatikan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition of 
economy, dan collateral). Kedua, faktor eksternal dimana anggota yang 
diberikan pembiayaan murābah}ah memiliki moral hazard dan terjadinya hal-
hal yang terjadi diluar kemampuan, missal seperti terkena musibah bencana 
alam terhadap atau terjadinya ketidak stabilan ekonomi nasional. 
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Saran dari penulis untuk BMT Muamalat Jumapolo Karanganyar 
adalah; pertama, Langkah penyelesaian pembiayaan murābah}ah yang 
dilakukan oleh pihak BMT Muamalat sebagian besar hanya terfokuskan pada 
kaibat yang ditimbulkan dari faktor eksternal saja, akan tetapi tidak ada 
langkah penyelesaian yang diambil untuk menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah yang diakibatkan oleh faktor internal itu sendiri. Seharusnya ada 
langkah-langkah yang kongkrit untuk mengatasi sebab yang ditimbulkan dari 
internal BMT seperti memberikan pengawasan yang lebih terhadap tim 
lapangan dan memberikan pemahaman akan pentingnya prinsip 5C dalam 
melakukan analisa terhadap calon anggota agar meminimalisir risiko 
pembiayaan bermasalah. Kedua, walaupun BMT Muamalat dalam melakukan 
upaya penyelesaian pembiayaan murābah}ah bermasalah selalu 
mengedepankan prinsip musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi 
adakalanya perlu adanya ketegasan yang lebih dalam menangani anggota 
pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran dan tidak bisa 
ditolerir untuk melakukan upaya penyelesaian secara litigasi. 
Ketiga, dalam upaya pengembangan akademik, maka penulis 
mengaharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 
sudut pandang dan objek yang berbeda, dengan menganalisa strategi 
penyelesaian pembiayaan berakad mudharabah atau qardh. Sehingga dapat 
memperkaya khazanah ilmu Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. 
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